



Banyaknya  tindak  pidana  kejahatan  yang terjadi  di  masyarakat,
dimana  para pelaku tersebut dengan sengaja melukai korbannya seperti
pada kasus perampokan, pencurian dan tindak pidana lainnya yang sering
terjadi di masyarakat. Tindak kekerasan yang sering kali dilakukan saat
ataupun setelah tindak pidana kejahatan yang telah dil kukan oleh pelaku
tersebut  mengakibatkan  banyak  masyarakat  melakukan  tindakan  main
hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (amandemen III) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
yang berdasarkan atas hukum, hal ini dapat diartikan bahwa Negara yang
berhak  untuk  memberikan  sanksi  jika  terjadi  pelanggran,  karena  itu
Negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil
sekalipun mereka berkerumun untuk mengeroyok orang l i  yang diduga
tersangka kejahatan apalagi hingga meninggal. Pembalasan langsung oleh
masyarakat  tanpa  mengindahkan  aturan  hukum  yang  ada ini  dikenal
dengan istilah main hakim sendiri  E genrichting,  dan salah satu bentuk
dari perbuatan tersebut adalah pengeroyokan. 
Di kalangan masyarakat, penjahat merupakan ancaman serius bagi
mereka.  Perasaan  tersebut  menyebabkan  mereka  memiliki  niat  untuk
menghakimi para penjahat karena dorongan dari rasa dendam dan amarah.
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Maraknya  kejahatan  dengan  kekerasan  di  dalam  masyarakat  seperti
tindakan anarkis dan main hakim sendiri yang mengakibat an kerusakan
harta benda maupun jiwa, kiranya perlu mendapat perhatian yang khusus
oleh  pemerintah  khususnya  aparat  penegak  hukum.  Banyaknya  kasus
kekerasan juga semakin menurunkan kepercayaan publik dalam konteks
hukum dan keamanan nasional.
Walaupun aksi kekerasan nampak spontan, namun tindaka  yang
demikian  pada dasarnya  merupakan hasil  dari  sebuah kesepakatan  dan
semacam  solidaritas  kelompok-kelompok  masyarakat  di engah  upaya
untuk mempertahankan diri dari ancaman anggota masyar kat lain yang
juga berusaha untuk bertahan hidup dengan menempuh jalan kejahatan. 
Secara tegas Mulyana W Kusuma menyatakan bahwa "masyarakat
yang  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  pelaku  kejahatan  tidak
meyakini bahwa hukum akan bisa bekerja cepat dan adil, d n secara ironis
mereka melihat bahwa penegak hukum seringkali  menempuh cara yang
sama dalam menghadapi sebuah kejahatan.1 
Perkembangan sikap negatif masyarakat ini tidak dapat dilepaskan
dari  faktor  perkembangan  sosial,  politik  dan  hukum  selama  ini  yang
cenderung  mengabaikan  rasa  keadilan  masyarakat.  Sehingga  ketika
saluran penghambat nilai-nilai keadilan itu tidak ada lagi maka masyarakat
cenderung melampiaskannya tanpa kontrol.
1. Mulyana W. Kusuma, Kekerasan Massa di Tengan Kita, Makalah, Seminar 
Nasional tentang Budaya Kekerasan, tanggal 18 Juni 2000, di Universitas darus 
Ulum, Jombang,.
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Sikap  masyarakat  terhadap  pelaku  kejahatan  sangatlah  tid k
terarah.  Banyak  sekali  faktor-faktor  yang  menimbulkan  tindakan
kekerasan  oleh  masyarakat  dalam  menghadapi  pelaku  tindak  pidana,
antara lain:
Pertama, Timbulnya suatu ketidakpercayaan masyarakat terhadap
aparat penegak hukum yang dimana suatu tatanan sistem hukum tidak lagi
dipercaya  oleh  masyarakat.  Kedua,  komunikasi  masyarkat  dan  aparat
penegak hukum yang kurang atau belum tersosialisasikan dengan baik
Banyaknya  kasus  main  hakim  sendiri  menunjukkan  lemahny
penyelesaian masalah olehaparat penegak hukum di negara kita. Maraknya
kasus ini  juga semakin menurunkan kepercayaan publik dalam konteks
hukum  dan  keamanan  nasional.  Fungsi  dan  peranan  hukum  dalam
mengatasi  serta  mencegah  kekerasan  massa  relatif  terbatas,  karena
masyarakat  bukannya tidak  tahu atau  tidak  sadar  akan d nya  hukum,
akan tetapi mereka semua tidak percaya akan fungsi dan peranan hukum
dalam memenuhi kebutuhan atas rasa aman dalam hidupbermasyarakat
dan bernegara.
Di dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) pada huruf a, yang berbunyi:
"Bahwa Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga ne ara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.”
4
Dari  bunyi  kalimat  di  atas  dapat  kita  mengerti  bahw Negara
Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasak n Pancasila dan
UUD  1945,  negara  menjamin  setiap  warga  negara  bersamaan
kedudukannya di  dalam hukum dan pemerintahan, setiap warga negara
tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.
Hukum acara  pidana  merupakan  perangkat  hukum pidana y g
mengatur  tata  cara  penegakan  hukum pidana materiil. A t nya,  apabila
terjadi  pelanggaran  hukum  pidana  materiil,  maka  penegakannya
menggunakan  hukum pidana  formal.  Dengan  kata  lain,  bahwa hukum
acara  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  bagaim na  para
penegak hukum serta masyarakat dalam beracara pidana.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  merupakan  aturan
yang melegalkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum tersebut  dimana dalam hal  ini  adalah  tindakan y g  dilakukan
selama proses penyidikan.
Pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dn guna menemukan
tersangkanya”.
Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan  dimana
proses ini  adalah untuk memastikan bahwa memang telah t rjadi  suatu
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
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Untuk kasus pengeroyokan atau main hakim sendiri, menjadi suatu
kendala ketika penyidik harus menetapkan kepada siapa s ja perbuatan
tersebut akan disangkajawabkan, apakah kepada semua pihak yang terlibat
atau hanya representatif  dari  semua tersangka massal, padahal notabene
ada  para  tersangka  yang  telah  memenuhi  kriteria  baik perbuatan  dan
kesalahan telah memenuhui unsur untuk dipidana tapi tidak ditindak oleh
aparat.
Maka didalam kehidupan bernegara,  negara  kita  menganut  zas
legalitas yang berlandaskan Undang-Undang dan supremasi hukum, oleh
karenanya berdasarkan prinsip dasar tersebut, maka apar t penegak hukum
dan  masyarakat  tidak  dibenarkan  bertindak  diluar  hukum,  bertindak
sewenang-wenang  (melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri).  Dalam
kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia sama derajat dihadapan
hukum,  mempunyai  perlindungan  yang  sama  oleh  hukum, mendapat
perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum.
Dari prinsip dasar tersebut di atas, maka jelas setiap permasalahan
di dalam masyarakat yang terkait dengan hukum harus diselesaikan secara
hukum atau berdasarkan hukum yang berlaku.2
Wilayah  Ngoro  Industrial  Park  (selanjutnya  disingkat  NIP)  di
wilayah  kabupaten  Mojokerto  secara  keseluruhan banyak  sekali  terjadi
2  “ Hentikan Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Tegakkan Hukum”. 
http://www.beritalima.com/2014/03/hentikan-tindakan-main-hakim-sendiri.html
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tindakan masyarakat  yang main hakim sendiri  dalam menghadapi  para
pelaku tindak kejahatan.
Karena terlalu sering terjadi tindak kejahatan di wilayah NIP ini
dianggap  sangat  mengganggu  stabilitas  keamanan  dalam  kehidupan
masyarakat,  yang  mengakibatkan  masyarakat  mengambil jalan  pintas
tersebut. Dilihat dari segi kriminologi suatu kejahatan itu merupakan pola
tingkah  laku  yang  merugikan  masyarakat,  sehingga  tid k  menutup
kemungkinan mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.
Pada tahun 2013, khususnya di kecamatan Ngoro dari data yang
didapat dari Polsek Ngoro sudah 14 kali terjadi kasus kekerasan terhadap
pelaku tindak pidana, antara lain pencopet dan curanmor. Dan kasus yang
terakhir terjadi pada akhir tahun bulan Desember tahun 2013 kekerasan
massa pada pencopet yang tertangkap tangan oleh masyarakat.
Tanggung-jawab  pidana  pelaku  pengeroyokan  terhadap  pelaku
pencopetan  maupun  curanmor  adalah  para  pelaku  pengeroyokan  bisa
dikenakan pasal 170 KUHP dan juga bisa dikenakan pasal penganiayaan.
Hukum diciptakan guna memelihara hak-hak manusia  dan
tanggung  jawab  manusia,  entah  itu  sifatnya  individu  maupun
kolektif, sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri mengatur tata
tertib masyarakat. Agar tujuan hukum dapat tercapai, maka hukum
melahirkan norma-norma yang berisikan perintah dan larangan.
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Hukum  merupakan  salah  satu  dari  empat  macam  norma
yang  terdapat  pada  kehidupan  masyarakat.  Keempat  macam
norma  tersebut  adalah:  norma  hukum,  norma  agama,  norma
kesopanan,  dan  norma  kesusilaan.  Yang  membedakan  norma
hukum dari  ketiga  norma tersebut  di  atas  adalah bahwa hukum
memiliki  sanksi  yang  tegas  dan  nyata  terhadap para  pelanggar.
Inilah ciri khas dari hukum itu sendiri.3
Tindakan  masyarakat  sebagaimana disebutkan dalam salah atu
contoh  diatas  sudah  menjadi  suatu  pola  perilaku  kolektif  dalam
menghadapi kejahatan yang terjadi, hal itu dapat disebabkan oleh berbagai
faktor yang salah satunya adalah korelasi dengan ketida  efektifan hukum
sementara  di  satu  sisi  kita  dihadapkan  oleh  suatu  realitas  bahwa
masyarakat  sering menjadi  korban kejahatan yang sanat  tidak berdaya
untuk memperjuangkan haknya.
A. Rumusan Masalah
    Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah
tentang:
1. Apakah kendala penyidikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa
terhadap pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Mojokerto?
3. “Faktor-Faktor Yang Melahirkan Ketidak Percayaan Masyarakat Terhadap 
Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum”, 
http://www.google.com/Sosiologi hukum/faktor-faktor-yang-melahirkan-
ketidak.html, 28 Februari 2014, 19.20.
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2. Bagaimana  upaya-upaya  untuk  mengatasi  kendala  penyidikan  kasus
kekerasan  yang  dilakukan  oleh  massa  terhadap  pelaku kejahatan  di
wilayah hukum Polres Mojokerto?
B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis kendala penyidikan kasus kekerasan yang dilakukan
oleh massa terhadap pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Mojokerto.
2. Untuk  menganalisis  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  penegak
hukum untuk mengatasi kendala tersebut.
C. Manfaat Penelian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran u tuk




Diharapkan dengan adanya karya tulis ini dapat dijadikan bahan kajian
atau  sebagai  masukan  bagi  masyarakat  untuk  bisa  lebih  s lektif  lagi
dalam  melakukan  tindakan  dan  mempercayakan  segala  permasalahan
yang ada kepada para penegak hukum. 
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b. Bagi Kepolisian:
Dan juga untuk  para  pihak  kepolisian  sebagai  penegak hukum untuk
melaksanakan  perannya  sebagaimana  mestinya,  terutama  dalam
melindungi dan mengayomi masyarakat.
c. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis sendiri untuk
mengasah  kemampuan  penulis  dalam  menganalisis  suatukasus  yang
berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang di lakukan oleh massa
terhadap pelaku kejahatan.
D. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai  isi  skripsi  yang
akan ditulis, maka penulis membagi  secara sistematis dalam lima bab, dengan
perincian:
BAB I   : Pendahuluan
Dalam  bab  ini  menguraikan  tentang  permasalahan  secara
umum yang meliputi: latar belakang, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II   : Kajian Pustaka
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Dalam  bab  ini  menguraikan  tentang  kajian  pustaka  yang
berkaitan dengan Pengertian Tindak Pidana, Kekerasan Publik,
Tinjauan Tentang Penyidikan Oleh Polri
BAB III  : Metode Penelitian
Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan  tentang  metode  pendekatan,
lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan
data, populasi, sampel, dan teknik analisis data
BAB IV  : Hasil dan Pembahasan
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jumlah tindak kejahatan
terutama kasus main hakim sendiri, upaya-upaya dan kendala
yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus
tersebut.
BAB V   : Penutup
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran. 
